
 

 

 

Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711 

Nomor Telepon :  (0274) 2811070, Email : Bawaslubantul@gmail.com 

 

Bantul,   28 September 2020 

Nomor  : P. 0502/ BAWASLU-PROV.YO-01/K/PM/09/2020     

Lampiran : -                                       

Hal  : Himbauan              

                                                              

Kepada 

Yth.  Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 

 Abdul Halim Muslih – Joko B. Purnomo. 

di - Bantul 

 

A. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -

Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota menjadi Undang-Undang 

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang -Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang 

3. Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa “Panwas Kabupaten/Kota” 

4. Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, 

Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease2019 (Covid-19) 

5. PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2020 

6. PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak 

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 



7. PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota 

8. PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota 

Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) 

 

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin (A) 

1. Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Pemilihan dilaksanakan 

secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” 

2. Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Tugas 

dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a.mengawasi tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 5. Pelaksanaan Kampanye” 

3. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Dalam Kampanye 

dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, 

Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik; c.melakukan 

Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, 

dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau 

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat 

dan/atau Partai Politik; e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; f. 

mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan 

dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. 

menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan 

tempat ibadah dan tempat pendidikan; j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan 

kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau k. melakukan kegiatan Kampanye 

di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota” 

4. Pasal 70 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Dalam kampanye, pasangan calon 

dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. 

aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara 

Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau 

sebutan lain/perangkat Kelurahan” 

5. Pasal 72 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “(1)Pelanggaran atas ketentuan 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan 

tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan 

huruf j, dikenai sanksi: a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; 
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dan/atau b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di 

seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang 

berpotensi menyebar ke daerah lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan KPU.” 

6. Pasal 187 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi “(1) 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah 

ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit 

Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta 

rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan 

Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf 

h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau 

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu 

rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan 

sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).” 

7. Pasal 11 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Selain partai politik atau 

gabungan partai politik pasangan calon dan/atau tim kampanye kampanye dapat 

dilaksanakan oleh: a. pihak lain dan/atau b. relawan.” 

8. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “(1) Materi 

Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi,misi dan program yang disusun 

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota; (2) Materi Kampanye 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat disampaikan secara lisan maupun 

tertulis kepada masyarakat” 

9. Pasal 19 PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Pasangan Calon wajib 

menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan 

diselenggarakan,apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan 

kegiatan Kampanye” 

10. Pasal 26 ayat PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “(1) Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat 
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dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi: a. pakaian; b. penutup kepala; c. alat 

makan/minum; d. kalender; e. kartu nama; f. pin; g. alat tulis; h. payung; dan/atau  i. 

stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter; (2) Stiker 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, 

meliputi: a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan 

kesehatan; c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; d. lembaga pendidikan (gedung 

dan sekolah); e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan 

prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan; (3) Setiap Bahan Kampanye 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang 

nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).” 

11. Pasal 27 PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Penyebaran Bahan Kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 dilakukan pada Kampanye 

pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum” 

12. Pasal 30 ayat 9 PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Lokasi pemasangan Alat 

Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:  a. 

tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 

c. gedung milik pemerintah; dan  d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).” 

13. Pasal 30 ayat (10) PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Pemasangan Alat 

Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau 

kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

14. Pasal 30 ayat (11) PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Pemasangan Alat 

Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) pada tempat 

yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari 

pemilik tempat tersebut.” 

15. Pasal 37 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan 

pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, di dalam 

ruangan, Gedung tertutup dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring” 

16. Pasal 38 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Petugas Kampanye 

pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan 

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu 

Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.” 
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17. Pasal 38 ayat (3) PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Petugas Kampanye 

pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan: a. nomor urut dan 

foto Pasangan Calon; b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

yang mengusulkan Pasangan Calon; dan c. umbul-umbul Pasangan Calon.” 

18. Pasal 47 PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “(1) Kampanye melalui Media 

Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g dilakukan oleh Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; (1a) 

Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang; (2) Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat 

membuat akun resmi di Media Sosial untuk keperluan Kampanye selama masa 

Kampanye, dengan ketentuan: a. paling banyak 30 (tiga puluh) akun resmi untuk 

seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. paling banyak 

20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; (3) Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di 

Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh 

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) 

hari sebelum masa Kampanye dimulai” 

19. Pasal 73A PKPU No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Dalam kegiatan Kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilarang membawa atau 

menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon” 

20. Pasal 57 PKPU 13 Tahun 2020 yang berbunyi “Kampanye Pemilihan Serentak 

Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan 

tatap muka dan dialog; c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon; d. 

penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan Alat Peraga Kampanye; 

f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media 

Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar 

larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

21. Pasal 58 PKPU No. 13 Tahun 2020 yang berbunyi: 

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, 

dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan 

pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a 

dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring. 

(2) Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial 
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dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung; 

b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 

(lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) 

meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 

Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media 

Daring; 

c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang 

menutupi hidung dan mulut hingga dagu; 

d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya 

kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan 

sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan 

e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  

22. Pasal 63 PKPU No. 13 Tahun 2020 yang berbunyi “Kegiatan lain yang tidak 

melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dilaksanakan dalam bentuk 

Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring” 

23. Pasal 88C PKPU No. 13 Tahun 2020 yang berbunyi “Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang 

melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam 

bentuk: a. rapat umum; b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, 

dan/atau konser musik; c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau 

sepeda santai; d. perlombaan; e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; 

dan/atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik” 

24. Pasal 88E ayat (1) PKPU No. 13 Tahun 2020 yang berbunyi “Partai Politik dan 

Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang 

mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia 

dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.” 

 

C. Bahwa berdasarkan huruf A dan huruf B maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Bantul menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul 

dan Tim Kampanye Pasangan Calon agar: 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul


